BAB Il

PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada
bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan
limbah minyak pelumas bekas oleh bengkel dealer sebagai upaya pengendalian
pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta belum berjalan dengan baik dan
benar. Bengkel telah melaksanakan pengelolaan limbah minyak pelumas bekas
dalam bentuk penggunaan kemasan yang tidak berkarat, tidak bocor, tidak
dicampur dengan bahan lain selain limbah minyak pelumas bekas, dan mematuhi
tenggat waktu maksimal penyimpanan limbah minyak pelumas bekas. Hanya saja
bengkel belum melaksanakan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan reduksi,
pelabelan kemasan limbah B3, dan penyerahan limbah minyak pelumas bekas
kepada pengepul yang berizin. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kendala
sebagai berikut:
1. Minimnya pengetahuan, kesadaran, dan ketaatan pelaku usaha dalam
mengelola limbah minyak pelumas bekas.
2. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah minyak pelumas bengkel yang
berdokumen SPPL oleh BLH Kota Yogyakarta masih belum maksimal karena

keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.
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3. Belum ada sanksi administrasi yang tegas yang diterapkan apabila terjadi
pelanggaran pengelolaan limbah minyak pelumas bekas karena BLH Kota
Yogyakarta belum memiliki PPNS di Bidang Lingkungan Hidup.

4. Belum adanya persamaan persepsi antarlembaga Dinas Perizinan dan Dinas
Ketertiban tentang izin gangguan dan SIUP menyebabkan pengawasan dan
penegakkan hukum menjadi sulit.

5. Ketentuan mengenai pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah minyak
pelumas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan hubungan koordinasi
pengawasan pengelolaan limbah minyak pelumas bekas antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota belum jelas.

B. Saran

1. BLH Kota Yogyakarta, Dinas Perizinan, dan Dinas Ketertiban perlu
melakukan tindakan penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan terhadap
pelaku usaha bengkel di Kota Yogyakarta secara konsisten agar pengelolaan
limbah minyak pelumas bekas dapat berjalan dengan baik dan benar.

2. Persamaan persepsi antarlembaga Dinas Perizinan dan Ketertiban harus
diupayakan agar pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum dapat
terwujud.

3. Perlu dilakukan penegakan hukum yang konsisten dalam penjatuhan sanksi

administrasi apabila terjadi pelanggaran pengelolaan limbah minyak pelumas
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bekas dan perlu adanya PPNS di Bidang Lingkungan Hidup BLH Kota
Yogyakarta.

Dibutuhkannya ketentuan yang jelas mengenai pengawasan pelaksanaan
pengelolaan limbah minyak pelumas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
dan bagaimana koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

dalam pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah minyak pelumas bekas.
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